
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI 
KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan Tahun 2022. Dan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2069/SJ Tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (ayat 1). maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Ambon tentang Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketigabelas di Lingkungan Pemerintah 
Kota Ambon 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra 
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1645;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungj awaban

, Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
“Tunjangan Tahun 2022. Dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2069/SJ Tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (ayat 1). maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Ambon tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketigabelas di Lingkungan Pemerintah
Kota Ambon 2022:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23
Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1645,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang2.
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang3.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon 
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 
2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Ambon Nomor 294);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Ambon Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah Kota 
Ambon 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, Berita 
Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42:
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926,
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota
Ambon Nomor 294),
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah Kota
Ambon 2021 Nomor 6 ),
Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, Berita
Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67:
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8.
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Mengingat: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, 
GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
AMBON TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas 

Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

Jabatan Pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota, serta Pejabat Negara 

Lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Ambon.

5. Pegawai Lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian/Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan 

perundang-undangan.

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada 

Karyawan yang di bayarkan bersamaan dengan gaji.

8. Gaji adalah Hak Pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu peijanjian keija, kesepakatan atau 

perundang-undangan.

Mengingat : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiat
Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
AMBON TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara2
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
Jabatan Pemerintahan.
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. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota, serta Pejabat Negara3.

Lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Ambon.

4.

. Pegawai Lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina5.

Kepegawaian/Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan

perundang-undangan.
. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.6.

Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada

Karyawan yang di bayarkan bersamaan dengan gaji.

7.

. Gaji adalah Hak Pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk8.

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

perundang-undangan.
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BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan Tunjang Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Tahun 2022 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas 

pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah.

Pasal 3
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. PNS

2. Calon PNS

3. Pejabat Negara

4. Pegawai Non PNS

(2) Pegawai Non PNS sebagaimana pada ayat (4) harus memenuhi persyarat 

antara lain;

1. Telah melaksanakan tugas pokok paling singkat 1 (satu) Tahun sejak 

penandatangan perjanjian keija;

2. Telah di tetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

dalam surat keputusan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan 

daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN 

GAJI KETIGA BELAS

j Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat 1 angka 1, 2 dan 3 terdiri dari :

1. Gaji Pokok;

2. Tunjangan Keluarga;

3. Tunjangan Pangan;

4. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan Tunjang Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Tahun 2022 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas

pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 3
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. PNS
2. Calon PNS

3. Pejabat Negara
4. Pegawai Non PNS

(2) Pegawai Non PNS sebagaimana pada ayat (4) harus memenuhi persyarat
antara lain,
1. Telah melaksanakan tugas pokok paling singkat 1 (satu) Tahun sejak

penandatangan perjanjian kerja,
2. Telah di tetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

dalam surat keputusan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan
daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN
GAJI KETIGA BELAS

: Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3ayat l angka 1, 2 dan 3 terdiri dari :

1. Gaji Pokok,
2. Tunjangan Keluarga,
3. Tunjangan Pangan,
4. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

1
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Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Anggota DPRD diberikan 

paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan 

Keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan anggota dewan
<f

perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan perundanga-undangan yang 

mengatur hak keuangan dan administrais pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ay at (1) angka 4 terdiri dari :

1. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

2. Tunjangan Keluarga;

3. Tunjangan Pangan;

4. Tunjangan Umum.

Pasal 8

Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, tidak termasuk Insentif Kerja

Pasal 9
(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja 

sebelum tanggal hari raya.

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal 

Hari Raya,

(3) Besaran tunjangan Hari raya yang dibayarkan yakni mengikuti 

ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan komponen penghasilan 

yang dibayarkan pada bulan April 2022.

Pasal 10
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibayarkan pada 

bulan Juli.

(2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat di 

bayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan 

sebagaimana dimaksud berdasarkan komponen penghasilan yang 

dibayarkan pada bulan Juni 2022.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Anggota DPRD diberikan

paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan
Keluarga, dan tunjangan jabatan - Pimpinan dan anggota dewan

perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan perundanga-undangan yang
mengatur hak keuangan dan administrais pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (1) angka 4 terdiri dari :

1. 80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,
2. Tunjangan Keluarga,
3. Tunjangan Pangan,
4. Tunjangan Umum.

Pasal 8

Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, tidak termasuk Insentif Kerja

Pasal 9
(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal hari raya.
(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.
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(3) Besaran tunjangan Hari raya yang dibayarkan yakni mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan komponen penghasilan

yang dibayarkan pada bulan April 2022.

Pasal 10
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibayarkan pada

bulan Juli.
(2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat di

bayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan

sebagaimana dimaksud berdasarkan komponen penghasilan yang

dibayarkan pada bulan Juni 2022.



BAB IV 

PENDANAAN

Pasal 11
Anggaran yang di perlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :

1. PNS;

2. Galon PNS;

3. Pejabat Negara;

4. Pegawai NON PNS;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 A p r i l  2022

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11
Anggaran yang di perlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :

1. PNS,
2. Calon PNS:
3. Pejabat Negara,
4. Pegawai NON PNS,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
, pada tanggal 19 April 2022
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